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KONSEP DASAR
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, figh berasal dari kata fighan yang meru-
pakan masdar dari kata fagiha-yatqahu yang berarti paham. Se-
lain itu, figh juga berarti paham yang mendalam melalui proses
pemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti figh itu dipakai
para ulama. Semua kata fagaha dalam al-Qur’an memiliki arti
paham, misalnya dalam al-Qur’an surat al-Tawbah ayat 122:

0 A om (oste O, o . s}‘?'/v,/ ﬁ/~;/ o Ao,  wGor y" ° PN Toln
g ety al) 3 I3ear) asll (e 15 ST 8. S5 V3B
OpaZ 2 ld 1) 1545513

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memahami pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.
Secara terminologis, figh didefinisikan:

P v @ 7 .o o ° P ~ %0 o o °
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Figh ialah mengetahui hukum-hukum shara‘® yang
berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang
terperinci. Atau figh adalah himpunan hukum-hukum
shara‘ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil
yang terperinci.'

Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara
etimologis berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan.? Menurut
al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis ialah
larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman
hadd atau ta‘zir ( ;a5 jf A e e &) ) R h O elae)
Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang
dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah.*
Dengan demikian, orang yang mengerjakan perbuatan yang
dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang di-
perintah, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang
diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

Hadd dalam pengertian di atas mempunyai dua makna, yaitu
umum dan khusus. Hadd dalam arti umum meliputi semua hukum-
an yang ditentukan oleh shara‘, baik hal itu merupakan hak Allah
maupun hak individu. Dalam pengertian umum, hukuman gisasdan
diyahtermasuk di dalamnya. Dalam arti khusus hadd adalah hukum-
an yang telah ditentukan oleh shara‘ dan merupakan hak Allah
seperti hukum potong tangan untuk pidana pencurian, dera seratus
kali untuk pidana zina, dan dera delapan puluh kali untuk pidana
qadhat. Dalam pengertian khusus, hukuman gisas dan diyah tidak
termasuk, karena keduanya merupakan hak individu. Pengertian
ta‘ziradalah hukuman yang belum ditentukan oleh shara‘dan untuk

! ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Figh (t.t.p.: Dar al-‘Ilm, 1978), 11.

2 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia
(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1997), 669.

3 Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi,
al-Ahkam al-Sultaniyah, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 66.

4 ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tashri‘ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun
al-Wad‘i, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), 66.
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penetapan pelaksanaannya diserahkan kepada ulf al-amr (penguasa)
sesuai bidangnya. Misalnya, untuk penetapan hukuman maka yang
berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedang yang berwenang
untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.’

Jarimah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti
pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Istilah jarimah jika
dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan menjadi jarimah
pencurian, jarimah pembunuhan, dan jarimah perkosaan. Dalam
hukum positif, jarimah adalah tindak pidana atau pelanggaran.
Istilah yang dipakai adalah tindak pidana pencurian, tindak
pidana pembunuhan, tindak pidana perkosaan. Dalam hukum
positif juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana,
pelanggaran pidana yang identik dengan delik. Istilah delik lebih
sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan
istilah tindak pidana seringkali dikaitkan dengan korupsi, yang
dalam undang-undang disebut perbuatan pidana.

Tindak pidana juga disebut jinayah yang berarti kejahatan
atau kriminal.® Menurut Ibn Nujaym sebagaimana dikutip
‘Awdah, jinayahialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia
atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melu-
kai, atau memukul.” Dalam konsepsi ini, fugaha’masih berbeda
pendapat tentang penentuan itu. Ada yang berpendapat bahwa
pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan berada dalam konteks
Jjinayah dan ada yang berpendapat bahwa pembunuhan, pelukaan,
dan pemukulan berada dalam konteks jarimah.

Dengan demikian, meskipun larangan hukum itu berkaitan
dengan perbuatan yang dilarang, namun fugaha’ menggunakan
istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang men-
gancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan

5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 10.

6 Ali dan Muhdlor, Kamus, 297.

7 ‘Awdah, al-Tashri, juz 1, 66.
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sebagainya. Selain itu terdapat fugaha’ lain yang membatasi
istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
hukuman hadd dan gisas, bukan perbuatan yang diancam dengan
hukuman ta‘zir.

Menurut Hanafiyah, terdapat pemisahan dalam pengertian
Jjinayah. Kata jinayahhanya diperuntukkan bagi semua perbuatan
yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa
seperti melukai atau membunuh. Perbuatan dosa atau perbuatan
salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta
benda disebut ghasab. Oleh karena itu, pembahasan tentang pen-
curian dipisahkan dari jinayah yang hanya membahas kejahatan
atau pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan. Pembahasan
tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan
anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan keja-
hatan terhadap benda diatur dalam bab tersendiri. Shafi‘iyah,
Malikiyah, dan Hanabilah tidak mengadakan pemisahan antara
perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahat-
an terhadap harta benda. Oleh karena itu, pembahasan keduanya
dimasukkan dalam jinayah.

Secara umum, kata jinayah yang berarti perbuatan jahat,
salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik
terhadap jiwa atau anggota badan. Oleh karena itu, kejahatan
terhadap harta benda secara otomatis termasuk dalam pemba-
hasan jinayah tanpa perlu diadakan pemisahan. Di samping itu,
pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua
jenis perbuatan yang dilarang dengan tidak memasukkan yang
diperintah. Dalam konteks ini, perbuatan dosa, perbuatan salah,
dan sejenisnya dapat berupa perbuatan atau meninggalkan per-
buatan yang diperintah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap
peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang

8

A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
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dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus
dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu, jinayah memiliki makna
umum yang mencakup segala aspek kejahatan.

Jika kata figh dan jinayah digabung, maka pengertian figh
Jjinayah adalah ilmu tentang hukum shara ‘ yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam konteks Indonesia, hukum
pidana adalah hukum tentang delik yang diancam dengan hukuman
pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur
masalah tindak pidana dan hukumannya.

B. Objek Hukum Pidana Islam

Secara umum objek hukum pidana Islam (figh jinayah) adalah
hukum shara ‘yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman-
nya. Maksud tindak pidana dalam hal ini adalah perbuatan yang
dilarang oleh shara‘ dan diancam dengan hukuman hadd, gisas,
dan ta‘zir. Sedang yang dimaksud dengan hukuman adalah pemba-
lasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena
melanggar ketentuan-ketentuan shara®.

Makna hukuman tersebut hampir sama dengan pengertian
yang tertuang dalam hukum pidana umum bahwa yang dimaksud
dengan hukuman adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu.’

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, larangan
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup
dengan “niat baik,” tetapi disertai dengan hukuman. Hukuman
itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya
dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan
kejahatan. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan

0 Mushtafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1983), 48.
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karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demi-
kian, penetapan perbuatan pidana dan hukumannya dimaksud-
kan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan
kehidupan masyarakat.

C. Sejarah Hukum Pidana Islam

Pada masa Rasulullah hukum pidana Islam (figh jinayah)
sudah berlaku. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian
syariat Islam adalah hukum publik. Pada zaman Rasulullah
dan al-Khulafa’ al-Rasyidun (Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, dan
‘Ali), hukum pidana Islam diatur dan diterapkan oleh negara.
Pemerintah (uli al-amr) selaku penguasa yang sah, pada saat itu
dipegang oleh Rasulullah, setelah itu dipegang oleh al-Khulafa’
al-Rasyidun. Hukum pidana Islam sebagai hukum publik dan
dilaksanakan oleh pemerintah diungkap oleh Allah dalam
al-Qur’an:

L:'?';'é';j UL:SS‘ g:f'ﬁ i\;':b: :;.;f L;./S 69/ 2 éi\.: QL‘:/gj‘ é);ji Lj;Tj
B o Bt e el 25 Vo Jpl 6 g 2K n e

Dan Kami telah menurunkan al-Qur’an kepadamu de-
ngan membawa kebanaran, membenarkan apa yang
sebalumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebe-
lumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa
nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu.'
Ayat tersebut memberikan gambaran tentang kewajiban
untuk menerapkan hukum pidana Islam yang bersumber dari al-
Qur’an. Sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan hukum

0 al-Quran, 5 [al-Ma’idah]: 48.
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pidana itu adalah Rasulullah sebagai kepala negara. Oleh karena
itu, hukum pidana Islam bukan hukum yang berlaku secara per-
sonal tetapi berlaku secara umum.

Perintah melaksanakan hukum pidana Islam dengan mem-
berikan hukuman kepada pelaku tindak pidana diungkap oleh
Allah dalam beberapa ayat, misalnya pencurian (surat al-Ma’idah
ayat 38), perzinaan (surat al-Nur ayat 2), dan tuduhan zina (surat
al-Nur ayat 4). Allah berfirman di dalam al- Qur’a_m'

Bl 1 e YISO Lad G 355 Lol 136 35,2015 518015

S
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri
potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
v_{.a\}\.a Yj Qv\.l" AJLA LA.@_M Jo—b J_{\j.u}b d\)/ ”\J.S\

f02 0 aﬂ/:

.x.@.mb ,>-‘>M fﬁ"j‘ﬁ 4»\.: OFuds 425" 0] Al UERtRLINEY
s }U\ & sl wypis
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
maka deralah tiap-tiap dari sacorang dari keduanya se-
ratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepadanya
mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah jika
kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah

pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekum-
pulan orang yang beriman.'?

A6 ligh a oAl it 17 olasah O3 sl

O3kl 2k Eldls 15l Ssigs 2 gk v Sals

h\

" Ibid., 5 [al-Ma’idah]: 38.
2 Ibid., 24 [al-Nar]: 2.
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Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik
berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera. Janganlah kalian terima kesak-
sian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang
vang fasik."”

Dalam beberapa hadis Rasulullah juga mengungkapkan

tentang pelaksanaan hukum pidana Islam:

Tangan seorang pencuri dipotong jika barang yang dicuri
mencapai seperempat dinar atau lebih.'*

Loy dl s J§Ju S s S8 Jas B e 3is
\};;-/ L 2553 BL As Ay L el
Ambillah (terimalah) dariku, Allah telah memberikan
Jjalan kepada para wanita yang berzina. Bujangan yang
berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasing-

kan selama satu tahun. Duda yang berzina dengan janda
dirajam seratus kali dan dirajam dengan batu."

A2

S 20 J6 EA Gy ) U324 \jju u,;;m AN

2 Ju 8T e 8T s G B s snzg
SENEH S Y RECE N RS T N

3 Ibid., 24 [al-Nur]: 4.

4 Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah bin
Bardazbah al-Bukhari al-Ja‘fi,. Sahih al-Bukhari, juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr,
1981), 199.

'S Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, Sahih Muslim, juz
3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), 1316. Abu ‘Abd Allah Muhammad
bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
t.t.), 853. Abu Dawud Sulayman bin Ash‘ath al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, juz
2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 348.

oo
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“Hindarilah tujuh hal yang merusak.” Para sahabat
bertanya, “apa tujuh hal yang merusak itu ya Rasu-
lullah?.” Rasulullah menjawab, “menyekutukan Allah,
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, mema-
kan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan
perang, dan menuduh wanita muhsan yang beriman
lagi menjaga diri.”*

Dalam konteks minum khamer, al-Qur’an hanya menjelas-
kan keharaman khamer, Rasulullah juga tidak menentukan
hukuman hadd secara pasti bagi orang yang minum khamer.
Rasulullah dalam memberikan hukuman hadd terkadang
sedikit dan terkadang banyak tetapi tidak melebihi empat
puluh jilid.'"” Menurut al-Shayrazi dan Ibn Qayyim yang
mensinyalir dari hadis, Rasulullah memberlakukan hukuman
hadd empat puluh kali jilid, Abu Bakr juga empat puluh, dan
‘Umar delapan puluh.'®

Menurut sebagian fugaha‘, hukuman delapan puluh jilid
didasarkan pada kesepakatan sahabat. Menurut fugaha‘ yang
lain, hukuman empat puluh jilid didasarkan pada praktik ‘Ali
yang memberlakukan jilid kepada Walid bin ‘Ugbah empat puluh
jilid, praktik Rasulullah empat puluh jilid, Abu Bakr empat puluh
jilid, ‘Umar delapan puluh jilid.

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa sejarah
penentuan hukuman minuman khamer pada zaman Rasulullah
dan al-Khulafa’ al-Rasyidun telah terjadi, meskipun mereka
berbeda pendapat dalam penerapannya. Tentang perbedaan

¢ al-Bukhari, Sahih, juz 8, 218.

7 *Awdah, al-Tashri‘, juz 2, 506. Menurut keterangan Shaltut, Rasulullah pernah
memukul orang yang minum khamer dengan pelepah kurma kurang lebih
empat puluh kali. Mahmud Shaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Shari‘ah (Beirut: Dar
al-Qalam, 1966), 295.

18 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Firuzabadi, al-Muhadhdhab fi Figh
al-Imam al-Shafi‘i al-Shayrazi, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995),
371. Tbn al-Qayyim al-Jawziyah, Zad al-Ma‘ad fi Hady Khayr al-‘Ibad, juz 5
(Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), 46.
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pendapat, ijtihad mereka sangat menentukan. Hal ini membuk-
tikan bahwa hukum pidana Islam pada zaman Rasulullah dan
al-Khulata’ al-Rasyidun telah diterapkan.
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KLASIFIKASI JARIMAH

A. Unsur-unsur Jarimah

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana

(jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur
umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua
tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-

masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak

pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

L.

Unsur formal (¢ i) OS}\), yakni adanya undang-undang atau
nass), yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan
melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum
dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nass atau
undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal
ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan
tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundang-
kannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada
perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada
hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nass”
(= Y 49ie Yy 45> V) Kaidah lain menyebutkan “tidak
ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya keten-
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tuannass” (=) 39)5 |3 ¢Dlaall Jey v_§;- Y). Misalnya,
ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-Qur’an
surat al-Ma’idah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

2. Unsur material (sW - S7)), yakni sifat melawan hukum,
yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak
berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang mem-
bentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun
sikap tidak berbuat. Misalnya, pencurian adalah tindakan
pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang
lain. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, yaitu
perilaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum
positif, perilaku tersebut disebut unsur objektif, yaitu peri-
laku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moral (Lé.sf}[\ QSJ\), yakni pelakunya mukallaf, yaitu
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak
pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana
atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatnnya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus
orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban,
dan sanggup menerima beban tersebut. Yang dianggap
orang mukallaf adalah orang yang ‘aqgil dan baligh. Dengan
demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang
gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan
hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertang-
gungjawaban. !

Lihat ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, al-Tashri‘ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-
Qanun al-Wadi, juz 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1992), 110-111. Ahmad
Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah
(Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 28. Makhrus Munajat, Dekonstruksi
Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10. Haliman,
Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah wal-Jamaah (Jakarta:
Bulan Bintang, 1968), 48. Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 2 (Beirut: Dar al-
Fikr, 1992), 127. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah (Bandung:
Penerbit Pustaka Setia, 2000), 52-53.
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Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan
berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun,
tiga unsur tersebut harus terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur
khusus. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak
pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain.
Misalnya, memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah
unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga
menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada
pada tindak pidana pembunuhan.

B. Pembagian Jarimah
1. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi
menjadi tiga, yaitu hudud, gisas-diyah, dan ta‘zir. Para penulis
modern telah mengidentifikasi tiga kategori pokok pelang-
garan, yaitu hudud, jinayah, dan ta‘zir. Hudud adalah suatu
pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara
keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik
lembaga, badan maupun seseorang.? Dalam jurisprudensi Islam,
kata hudud dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang
disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.’ Jinayah adalah
pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan. Orang
yang mengerjakan dikenai hukuman gisas (pembalasan yang
setimpal) atau membayar diyah (kompensasi uang/nilai) bagi
korban atau diberikan kepada sanak familinya. Ta‘zir merupa-
kan pelanggaran yang merujuk kepada kekuasaan kebijaksanaan
penguasa, para hakim, dan wakil-wakilnya untuk memperbarui
dan mendisiplinkan warga mereka.* Dalam hal ini, ta’zir meru-

2 Abdullahi Ahmed an-Na‘im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties,

Human Rights, and International Law (New York: Syracuse University Press,
1990), 104-105.
3 ‘Abdur Rahman I Doi, Shari‘ah: The Islamic Law (Malaysia: A.S. Noordeen
Kuala Lumpur, 1996), 221.
an-Na‘im, Toward, 105.
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pakan hukuman disipliner bagi pelaku kejahatan yang tidak ada
ketetapan hadd dan kaffarah.

Menurut ‘Awdah, jarimah dilihat dari aspek ukuran
hukuman yang ditetapkan dibagi menjadi tiga. Pertama,
Jjarimah hudud, yakni jarimah yang ditetapkan dengan sanksi
hadd, yaitu hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah,’ ke-
cuali jarimah yang berkaitan dengan gadhat. Kedua, jarimah
gisas dan diyah, yakni jarimah yang ditetapkan dengan sanksi
gisas dan diyah. Semua ketentuan gisas dan diyah adalah hu-
kuman yang ditetapkan sebagai hak individu.® Ketiga, jarimah
ta‘zir, yakni jarimah yang ditetapkan dengan satu sanksi atau
lebih’ sebagai hukuman moral atau pengajaran.

Urgensi pembagian tindak pidana dalam hudud, gisas-
diyah, dan ta‘zir dapat ditinjau dari berbagai aspek.® Pertama,
ditinjau dari segi kekuasaan hakim. Dalam jarimah hudud
apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim da-
pat menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan
shara‘. Hakim dalam tugasnya pada jarimah ini tidak berhak
menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi
ketetapan shara‘. Pada jarimah gisas-diyah hakim berwenang
atas pembuktian yang meyakinkan. Hukuman ditentukan oleh
shara‘dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang.
Dalam hal ini, hakim tidak boleh ikut campur tentang keten-
tuan yang akan diterapkan oleh si korban atau wali. Apabila si
korban memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman
gisas tidak bisa dilaksanakan karena adanya larangan shara‘
seperti matinya terpidana sebelum dihukum gisas, maka ha-
kim mewajibkan diyah. Apabila korban memberikan maaf,
maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta‘zir. Adapun

‘Awdah, al-Tashri‘, juz 1, 78.

Ibid., 79.

Ibid., 80.

Ibid., 81-83. Munajat, Dekonstruksi, 15-16.
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dalam jarimah ta‘zir, hakim mempunyai kekuasaan yang luas
dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai
kepada tingkatan hukuman yang teringan.

Kedua, ditinjau dari segi ampunan. Dalam jarimah hudud,
pemaafan tidak diperkenankan dari pihak manapun, baik dari si
korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala
pemerintahan. Pada jarimah qisas-diyah unsur pemaafan ada
pada pihak si korban atau wali, sedang pada jarimah ta‘zir unsur
pemaafan sepenuhnya ada pada pihak hakim atau penguasa.

Ketiga, ditinjau dari segi pengaruh lingkungan. Jarimah
hudud dan gqisas-diyah sama sekali tidak dipengaruhi oleh
lingkungan, sehingga apabila terbukti secara sah adanya
tindakan pidana hudud dan gisas-diyah, maka hakim akan
menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini
berbeda dengan jarimah ta‘zir, lingkungan sangat berpengaruh
dalam menentukan hukuman.

Keempat, ditinjau dari segi alat bukti. Berdasarkan alat
bukti, jarimah hudud lebih diperketat pembuktiannya seperti
dalam delik zina harus dibuktikan dengan empat orang saksi. Da-
lam jarimah qisas-diyah, saksi cukup dua orang. Untuk jarimah
ta‘zir, satu orang saksi dianggap cukup.

2. Ditinjau dari Segi Niat

Ditinjau dari segi niat, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu
Jjarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja (dolus dan colpus).
Yang dimaksud jarimah sengaja (al-jara’im al-maqsudah) adalah
Jjarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan
atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut
dilarang dan diancam dengan hukuman (52} s aly g o |4
ke Cilee By e gl Ule Wb 10y 10Le).” Pada jari-
mah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu

? Ibid., 83.
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sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan akibat perbuat-

an itu dikehendaki. Pelaku yang dengan sengaja berbuat tetapi

tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya, tindakannya
disebut “pembunuhan semi sengaja.” Dalam hukum positif, hal
ini disebut “penganiayaan yang membawa kematian.”'

Definisi di atas menunjukkan bahwa untuk jarimah sengaja
harus dipenuhi tiga unsur. Pertama, unsur kesengajaan. Kedua,
unsur kehendak yang bebas dalam melakukan. Ketiga, unsur
pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

Yang dimaksud jarimah tidak sengaja (al-jara’im ghayr al-
magqsudah) adalah jarimahyang pelakunya tidak sengaja (berniat)
untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan terse-
but terjadi sebagai akibat kesalahannya (&) (.-fb-‘l-\ L}.J;W S
an oot Ao Jwdll s S 221 )l L] B L (592 ).
Definisi ini mengilustrasikan bahwa kesalahan (kelalaian) dari
pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja."
Kesalahan atau kekeliruan terdapat dua macam:

a. Pelakusengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi
Jjarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya.
Kekeliruan ini terdapat dua macam. Pertama, keliru dalam
perbuatan (J,J'_S\ &3 {.>). Misalnya, orang yang melempar-
kan batu karena merintangi jalannya, tetapi kemudian
mengenai orang lain yang kebetulan lewat di jalan yang
sama. Contoh yang lain adalah seseorang yang menembak
binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai
manusia. Kedua, keliru dalam dugaan (u23) 3 Uas).
Misalnya, seorang pemburu menembak sasarannya yang
disangkanya binatang, tetapi sebenarnya ia adalah manusia.
Contoh yang lain adalah seseorang yang menembak orang

10 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
12.
1 ‘Awdah, al-Tashri‘, juz 1, 83.
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lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejar, ternyata
dia adalah penduduk biasa.

b. Pelakutidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak
diniatkannya. Dalam hal ini, jarimah tersebut terjadi sebagai
akibat kelalaiannya atau ketidakhati-hatiannya. Misalnya,
seseorang sedang tidur dan jatuh mengenai orang lain se-
hingga meninggal. Contoh yang lain adalah seseorang yang
tidur di samping seorang bayi dalam barak pengungsian dan
dia menindih bayi itu sampai menginggal.'?

3. Ditinjau dari Segi Waktu Tertangkap

Ditinjau dari segi waktu tertangkap, jarimah dibagi menjadi
dua, yaitu jarimah tertangkap basah (g ...l o | &1) dan jarimah
yang tidak tertangkap basah (g2 umls N VJ\J,J-,-\).Yang dimaksud
Jjarimah yang tertangkap basah adalah jarimah yang pelakunya
tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau se-
sudahnya tetapi dalam masa yang dekat (<33 (iS5 & o e
Sy Ay U3 (e j $S))). Sedang yang dimaksud
dengan jarimah yang tidak tertangkap basah adalah jarimah
yang pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan
perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya
waktu yang tidak sedikit (515, cdg EACRY, & V.J}-\
ot b o5 d2Sy WSS ak B ).

Urgensi pembagian tersebut dapat dilihat dari dua aspek.
Pertama, segi pembuktian. Apabila jarimah yang dilakukan
adalah jarimah hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka
dalam jarimah